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tahun 1956, Sudan berhasil memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya setelah
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Namun, dinamika terbentuknya negara Sudan tidak berlajan dengan lancar
sampai saal ini. Negara terserbut dilanda konflik berkepanjangan yang belum bisa
terselesaikan, ditondai dengan gejolak kekacauan yang memicu gelombang



pengungsian besar-besaran, banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk
mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, guna menghindari ancaman
kekerasan (A, Putr, 2024), Ketegangan dan eskalasi kekerasan di Sudan dipieu oleh
perbedaan pandangan politik serta konflik antar kelompok etnis dan agama. Perebutan
penguasaan sumber dayd alam memperumil situssi, menjadikan konflik semakin
kompleks dari hari ke hari (Gunawan et al., 2024).

Konflik Sudan memasuki fise paling signifikan pada tahun 2019, ketika
gelombang protes berujung pada penggulingan Presiden Omar al-Bashir, pemimpin
yml'g,tnhh memerintah secara otoriter selama tiga dekade sejak 1989 Kudeta militer
pada April 2019 tidak hanya mengakhiri rezim al-Bashir, 1etapi juga memunculkan
pertnnyaan kritis mengenai komitmen militer terhadap transisi demokratis apakah
merekn sunggub-sungguh mendorong reformasi politik_atan sekadar memperkuat
cengkeraman kekussaan merekn sendiri? pernkan protes masyarkat Sudan. yung
awalnya dipicy oleh funtutan perbaikan ekonomi dan fata kelola permerintahan, justru
berhﬂdq:anthngunimjdmham di mana junia militer mendomumasi kekupsaan.
Situasi ini melahirkan dinamika politik ynng ambigu, mencerminkan ketegangan antara
aspirasi demokratis rakyat Sudan dan kepentingan mhte militer {Wahidoddin,
2020). Akibatmya, transisi politik pasca-al-Bashir tidak berjalan lancar. Pada Oktober
2021, militer Sudan di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan
kudeta kedua, membubarkan pemerintahan transisi sipil-militer dan mengukuhkan
dominasi militer dalam polittk Sudan. Langkah mi memico polarisasi tajam di kalangan

masyarakat Sudan, termasuk di antara pendukung al-Bashir yang sebelumnya



menentang militer tetapi kini terjebak dalam konflik antara dua kekuatan bersenjata.
Dialektika ini memperlihatkan bagaimana kudeta tidak hamys gapal menyelesaikan
krisis legitimasi politik, tetapi justru memperdalam fragmentasi kekuasaan, di mana
militer dan kelompok pro-demokrasi saling bessete

tanpa resolusi yang jelas (Huda.



Gambar 1.1 Sltuasl Pengusaan Daerah Sudan
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menjadi pemerintahan pusat Sudan, diamana wilayah tersebut sama-sama dikendalikan
oleh SAF dan RSF dalam merebut kekuasan penuh atas kendali mereka, Dampak dari



ekskalasi penguasan tersebut menyebabkan penduduk sipil kehilangan nyawa, harta,
trauma. dan menghambat perkembangan individe ( Tanjung et al, 2024).
Konsekuensinya, PBB telah mengambil langkah strategis dalam membentuk misi
perdamaian di Sudan yakni, pertama UNAMID rUnited Nations—African Union
Missiam in Darfur) dil:g_dni_'._._sebﬂgui mi -.-.:.. i
(PBB) dan Uni Adrika (UA) dengan tujuan memelihara perdamaian di wilayah Darfirr.
Misi mlnﬂiphm Wﬁnwuaﬂ dari AMIS (African Union Mission in
Sudar), yang sebelumnya dilnisinsi oleh UA, namin misi fersebut dinilai memiliki
keterbatasan dalam kapasitas operasional dan efektivitas mandat dalam meningkatkan
perlindungan sipil, memfasilitasi bantuan kemanusisan, dan mendukung proses
reimmﬂim di tengah konflik berkepanjangan di Sudan (Salsabills Sastra, i'l.‘li}]l.

ngan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kedus, .(M:'H_;ﬁam fntegrated  Tramsition Assistance Mission im Sudan)
(UNITAMS) dibentuk melalui resolusi 2524, disshkan oleh Dewan Keamanan PBB
pada 3 Juni 2020 dan beroperasi hingga 3 Desember Eﬁiﬂﬂﬂmﬁ:ﬂﬁrupukm misi
politik Khusus yang bertujuan memberikan dukungan bagi negara Sudan selama
periode wﬁpmwwm denmlnﬁp.ﬂgrpuml di Khartoum, misi
ini membantu melalui berbagai  misiatif di Iﬂﬁma politik. perdamaian, dan
pembangunan secars komprehensif, serla mendukung implementasi tujpan yang
tertuang dalam Deklarasi Konstitusi Agustus 2019 don Rencana Nasional untuk
perlindungan sipil (Wildani, 2024).

Meskipun berbagai upaya misi perdamaian telah dilakukan, konflik di Sudan

terus berlanjut, memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah. Berdasarkan data



Perserikatan Bangsa-Bungsa (PBB), korban jiwa telah mencapai lebih dari 50.000
orang, sementara 125 juta lainnya menghadapi ancaman kelaparan. Laporan terbaru
mencatat setidaknyn [ 3.000 kematian tambahan ( Gavin, 2024),

Akibat dari eskalasi kekerasan di Sudan. telsh memicu krisis pengungsian




Gambar 1.2 Situasl Pengusian Sudan 2023-2025
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Besdasarkan data pada gambar 1.2 di atas. terlihat jelas bahwa sejak terjadinya
konflik wwbem di Sudan padis tahun 2023 hingga 2025, terjadi peningkatan
signifikan dalam jumlzh pengungsian yong terjadi. Fenomena ini tidak hanya
mengerminkin eskalasi pengunsian yang terus berlanjuf, fetapi juza mengindikasikan
kegagalan struktural dalam mekanisme perlindungan penduduk sipil oleh pihak-pihak
yung Lo S A T e lormpol BEetat)

Oleh karena i, dpﬂimm Jmhmm efektif untuk menjamin

perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjiafa. Dalam kerangka hukum
internasional, khususnya Hukum Huomaniter Internasional (HHI), perlindungan
terhadap kelompok sipil telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi Jenewa IV
tamm 1949 beserta Protokol Tambahannya, yang menetapkan sejumlah ketentuan

khusus mengenai hak dan perlindungan dasar bapi penduduk sipil selama situasi



konflik (Adwani, 2012). Salah satu intrumen norma yang konkret mengatur
perlindungan penduduk sipil pada konteks konflik Sudan ialah Pasal 3 Konvensi
Jenewa IV dan pasal 13 Protokol Tambahan [1 tahun 1977 tentang perlindungan korban
perang dalam konflik non-internasional merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi
di dalam wilayah suatul negara ﬂmmh{,‘fﬂ}ﬂlﬂ negars dan kelompok
bersenjata pemberontak niau kﬂhﬁgﬂk_hwuﬂn terorganisie lamnya (Lekatompessy
et al, 2&14}.

Selanjutnya, dalam dinamika konflik Sudan, norma perlindungan sipil tersebut
mengalami kontestasi yang kompleks. Salah satu laporan resmi dari Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelanggaran HAM paling serius di Sudan
berkaitan dengan perbedaan interpretasi dan penerapan perlindungan sipil oleh
berbagai aktor pasukan keanunan pemerintah, pasukan oposisi, milisi bersenjata yang
berafilizsi dengin l.:eduanya. serta komunitas etnis saingan. Perbedaan makna tersebut
menecakup dalam perlindungan penduduk sipil yang sda di Sudan sipil (State, 2021),
Hal tersebut mencerminkan resistensi terhadop ntervens) mternasional, yang
memperunt ik bl ko s ek norm e ek, s
dengan narasi politik dan kﬂmﬂuhﬂd&ﬁlmipngmﬂmhﬂnm Dalam perspektif
konstruktivisme kritis, tindakan im1 menunjukkan adanya resistensi terhadap kinim
universalitas norma. Akibatnya terjadi pada pelemaban efektivitas norma (Alter &
Zirn, 2020).

Sementara itu terdapat narasi dari aktor negara yang setidaknya secara deklaratif

menunjukkan dubungan terhadap upays internasional dalam melindungi penduduk



sipil. Sebagai contoh, dalam sebuah perteruan KTT Arab ke-34 di Baghdad,
perwakitin Pemerintah Sudan [brahim Jaber menyampaikan “Komitmen untuk
melaksanakan peta jalan yang telah disusum bersama PBB dan para medator”. Pets
jalan tersebut mencakup beberapa lngkah penting. termasuk gencatan senjata,
penarikan RSF dari wilaysh dan kota yang mereka duduki, serta perlindungan terhadap
penduduk sipil (Sudan Tribune; 2025), Dengan demikian, kontestasi yang ditunjukkan
bukan semata bentuk penolakan terhadap miervensi ckstemal. melainkan bagian dari
kontestasi yiing lebih datam terhadap norma perlindingan sipil itu sendiri
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai
konflik di Sudan dalam kontestasi perlindungan penduduk sipil dan pertentangan antara
kedua pihak yang berkonflik menggartikan perlindungan penduduk sipil, maka yang
menjadi mmusan  masaloh  dalam penelition i adalah Mengapa Nerma
Perlindungan Penduduk Sipil dalam Protokol Tambahan 11 Konvensi Jenewa
Mengalami resistensi dalam konfik bersenjata di Sudan oleh aktor-aktor utama
sepertl Sudan Armed Fortes (SAF), Rapid Supprort Fortes (RSF) dan Penduduk
Sipll, sehingga menyebabkan lemahnya implementasi krangka hukum humaniter

Internasional?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

131 Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan
an dari pengetahuan yang sudah ada.

referensi dalam fokus kajian hukum internasional dalam politik keamanan
mternasional dan hukum humaniter internasional, terutama di selurub kawasan
Afiika yang sampai saat ini masih rentan terjadinya konflik internal dan
Eksternal. Dengan mengunakan teori kontruktivisme kritis diharapkan bisa



memberi wawasan baru dan menguraikan permasalahan yang terjadi adapun
manfaat yang bisa didapat yaitu:

I, Manfaat Teoritis

perlindungan sipil di wilayah konflik, khususnya di Sudan,
k. Menjadi bahan pertimbangan bagi aktor internasional, seperti



dan mediasi yang lebih sensitif terhadap dinamika identitas dan

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup analisis dibatasi hanya pada norma
dalam Konvensi Jenewa IV pasal 3 dan Protokol Tambahan IT pasal 13 vang



mengatur terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik non-internasional,
tanpa mengulas lebih jauh instrumen hukum humaniter lainaya. Selain itu, ruang
lingkup temporal penelitian pun hanys mencakup periode tertentu yang
terindentifikasi pada tahun 2019 sz srang dalam konflik Sudan, sehingga

I:II.:

fy M= T

rumusan masalah, fujuan dan manfaal penelitian, serta sistematika penulisan
sebagai panduan umum dalam memahami alur pembahasan skripsi ini.

BAB 11 tinjanan pustaka. Bab ini memaparkan teori konstruktivisme
kritis dengan menggunakan konsep kontestosi proaktif dan reaktf serta



konstruksi identitas etnis sebagai lensa analisis utama. Pendekatan mi digunakan
untuk memahami kausalitas konflik vang terjadil di Sudan sebagai akibat dari
kepentingan rivalitas kekuasaan, sebagai hasil dari konstruksi sosial atas identitas
yang dibentuk. dinegosiasikan, dan dipolitisasi oleh aktor-aktor konflik. Dengan
pendekatan ini, pefielitian tidak hanys menjelaskan akar permasalahan secara
lebith mendalam, tetaps juga menowarkan olternatif pemikiran kritis terhadap
solusi pormatif yang selama ini bersifat universalistik dan kurang sensitif
terhadap dinamika konflik non-internasional.

BAB 111 metodelogl penelitian. Bf.lb mi memastikan validitas dan
reliabilitas data yang diperioleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif
di mana ada tiga tahapan vang disajikan penulis vakni: (1) n‘ﬂﬂﬁﬂlﬁl&lilinn
mengunakan pendekatan Disconrse Tracing yang disandingkan dengan analisis
wacann kritis: (2) teknik pengumpulan data dengan pendekatan interpretatif: (3)
dan teknik analisis data mengunakan pendekatan studi literatur,

BAB IV analisls dan pembahasan, menerangkan kerangka penelitian
yang dibagi menjudi tiga subbagian analisis dan pembahasan yakni: (1) proses
masuknya norma perlindungan penduduk sipil dalim Protokol Tambahan 11
Konvensi Jenewa di Sudan; (2) Mode konlestasi vanga mana dalam mode
kontetasi terdri dari dua subab yaitu kontestasi proaktif dan Reaktif norma
perlindungan penduduk sipil protokel tambahan 11 datam konflik Sudan dan
Penclakan Penduduk Sipil etnis Afrika terhadap Kekerasan RSF Berdasarkan

Klaim Keunggulan Budaya Berbasis Etnis.



pokok masalsh yang diangkat dakm penelitian ini.
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